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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 163/PMK.06/2020  

TENTANG 

PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 

BENDAHARA UMUM NEGARA DAN PENGURUSAN SEDERHANA OLEH 

PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa Piutang Negara yang merupakan hak pemerintah 

perlu dikelola secara optimal melalui pengembangan 

sistem pengelolaan Piutang Negara yang handal dan 

terpercaya; 

b. bahwa untuk pengelolaan Piutang Negara oleh Menteri 

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berdasarkan 

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan penyederhanaan 

proses pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan 

Piutang Negara sesuai Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara, 

perlu penguatan proses pengelolaan dan pengurusan 

Piutang Negara; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang 
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Negara/Daerah, perlu pengaturan mengenai 

penghapusan Piutang Negara yang tidak dapat 

diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan 

Piutang Negara; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian 

Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan 

Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang 

Negara; 

 

Menimbang  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang 

Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara 

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);  
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6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 641); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN 

PIUTANG NEGARA PADA KEMENTERIAN 

NEGARA/LEMBAGA, BENDAHARA UMUM NEGARA DAN 

PENGURUSAN SEDERHANA OLEH PANITIA URUSAN 

PIUTANG NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Definisi 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar 

kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian 

atau sebab apapun. 

2. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya 

disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat 

interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang 

Panitya Urusan Piutang Negara. 
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3. Pengurusan Piutang Negara adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang 

Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. 

Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan lain di 

bidang Piutang Negara.  

4. Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan untuk 

menghapuskan Piutang Negara dari pembukuan 

Pemerintah Pusat dengan tidak menghapuskan hak tagih 

negara. 

5. Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan 

penghapusan Piutang Negara setelah Penghapusan 

Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih 

negara. 

6. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang 

bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 

7. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian 

negara/lembaga pemerintah non kementerian 

negara/lembaga Negara. 

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan negara. 

9. Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya 

disebut Direktur Jenderal adalah salah satu pejabat unit 

eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, 

kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, 

penilaian, Piutang Negara, dan lelang. 

10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat 

BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 

11. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara 

yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit 

organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab atas 

pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran 

BUN. 
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12. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara.  

13. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal. 

14. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang 

selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Kantor Wilayah. 

15. Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang 

berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab 

apapun.  

16. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang 

selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari 

PUPN bahwa Piutang Negara telah diurus optimal dan 

masih terdapat sisa utang. 

17. Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal yang 

selanjutnya disingkat PPNTO adalah pernyataan dari 

pejabat yang berwenang pada Kementerian 

Negara/Lembaga sebagai bukti bahwa Piutang Negara 

dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal 

namun masih terdapat sisa kewajiban karena 

Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk 

menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau 

sebab lain yang sah.    

18. Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik 

Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang 

diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.  

19. Harta Kekayaan Lain adalah harta kekayaan milik 

Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan 

sebagai jaminan utang namun berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan menjadi jaminan 

penyelesaian utang.  

20. Lelang adalah penjualan barang di muka umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 


